BAB IV

PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilihat dari ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
73 Tahun 2005 pada Pasal 5 ayat (1) tentang kelurahan sebagaimana
kewenangan kelurahan dalam mengeluarkan surat izin keterangan
mudik telah tertuang kepada pelaksana suatu kebijakan dan pelayanan
yang dilimpahkan dari kabupaten/kota dan kecamatan, untuk
mempermudah masyarakat dalam melakukan pelayanan administrasi
dan menegaskan secara rinci mengenai uraian tugas, kewenangan dan
kewajiban kelurahan.

2. Perspektif Hukum Tata Negara merujuk kepada ruang lingkupnya yang
telah sesuai dengan tata urutan atau hierarki peraturan perundang-
undangan di Indonesia. Selain itu, Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan menjelaskan
mengenai tugas dan wewenang kelurahan, yang di mana aturan tersebut
telah tercantum dan terjawab mengenai (adanya surat izin keterangan

mudik), untuk mempermudah masyarakat setempat.
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B. Saran
1. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat serta menambah
wawasan dan khasanah keilmuan khususnya bagi diri penulis maupun
pada bagian akademik pada umumnya. Baik di lingkungan kampus
maupun di lingkungan yang lebih luas. Selain itu, penulis juga
berharap skripsi ini dapat menambah satu pemahaman baru terhadap
kewenangan kelurahan dalam mengeluarkan surat izin keterangan

mudik.



